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| SALINAN l

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 238 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN, PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya
Tanaman;

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina lkan, Hewan
dan Tumbuhan;

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004,

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tertang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
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(3) Seksi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas: |

(1)

(2)

(1)

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan pendataan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Tingkat
Wilayah Kota;

d. melaksanakan promosi pangan dalam lingkup Kota Administrasi;

e. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi
ketahanan pangan yang menyangkut ketersediaan, distribusi harga,
kansumsi dan keamanan serta kerawanan pangan;

f. melaksanakan inventarisasi data indikator ketahanan, kerawanan
pangan dan kewaspadaan pangan dan gizi;

g. melaksanakan pembinaan dan promosi pola konsumsi dan

penganekaragaman pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman
(B2SA);

h. menyusun materi informasi penyuiuhan kelautan, pertanian, kehutanan
dan ketahanan pangan pada lingkup Kota Administrasi;

i. melaksanakan pembinaan Kelembagaan Penyuluhan;

j. melaksanakan kegiatan persiapan, kegiatan per.yuluhan, evaluasi dan
pelaporan penyuluhan pada lingkup Kcta Administrasi; dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawahkan pelaksanaan tugas Seksi
Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

Bagian Kesebelas

Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kota Administrasi Jakarta Utara

Pasal 51

Suku Dinas Kota merupakan Unit Kerja DKPKP pada Kota Administrasi
Jakarta Utara.

Suku Dinas Kota dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang secara
teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas serta secara operasional berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Walikota Jakarta Utara.

Pasal 52
Suku Dinas Kota mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bidang
kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan

pangan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Suku Dinas Kota
menyelenggarakan fungsi : ‘

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku
Dinas Kota;



(3)
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b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kota;

c. pengoordinasian penyelengaraan urusan di bidang kelautan,
perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan
pada lingkup wilayah Kota Administrasi;

d. pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data serta
informasi kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan
ketahanan pangan pada lingkup Kota Administrasi;

e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan
eveluasi urusan di bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan,
kehutanan dan ketahanan pangan pada lingkup Kota Administrasi;

f. pelaksanaan promosi pola konsumsi dan penganekaragaman pangan
Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA);

g. pelaksanaan penghijauan produktif, penghijauan lingkungan dan
pemeliharaannya;

h. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau
(RTH) pertanian dan kehutanan;

i. pelaksanaan pelayanan urusan di bidang kelautan, perikanan,
pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;

j. pelaksanaan pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan
pertanggungjawaban penerimaan retribusi dan denda administrasi

pelayanan kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan
ketahanan pangan;

k. pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang
kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan
pangan pada lingkup Kota Administrasi;

I. pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat dalam urusan di

bidang kelautan, perikanan, perianian, peternakan, kehutanan dan
ketahanan pangan;

m. pelaksanaan pembinaan Kelembagaan Penyuluhan;

n. supervisi pelaksanaan tugas Seksi Kelautan, Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kecamatan;

0. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas Kota;

p. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Suku
Dinas Kota;

g. pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Suku
Dinzs Kota;

r. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan
prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Kota;

s. penyiapan bahan laporan DKPKP yang berkaitan dengan tugas dan
fungsi Suku Dinas Kota; dan

t. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Suku Dinas Kota.

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku
Dinas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t, untuk teknis dan
administrasi disampaikan oleh Kepala Suku Dinas kepada Kepala Dinas
dan untuk operasional disampaikan Kepala Suku Dinas kepada Walikota.
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Pasal 53

Susunan Organisasi Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kota Administrasi Jakarta Utara terdiri dari :

@ ~ o ao TP

Kepala Suku Dinas;

Subkagian Tata Usaha;

Seksi Kelautan dan Perikanan;

Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
Seksi Pertanian dan Kehutanan;

Seksi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; dan
Subkelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 54

Kepala Suku Dinas mempunyai tugas :

a.

b.

(1)

(2)

niemimpin dan mengoordinasikan pelaksanakan tugas dan fungsi Suku
Dinas Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok
Jabatan Fungsional;

melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau
instansi pemerintah/swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
Suku Dinas Kota; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi
Suku Dinas Kota.
Pasal 55

Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf Suku Dinas Kota
dalam pelaksanaan administrasi pada Suku Dinas Kota.

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku
Dinas.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan
dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota;

d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota;

melaksanakan pengelolaan kepegawaian Suku Dinas Kota;
melaksanakan pengelolaan keuangan Suku Dinas Kota;
melaksanakan pengelolaan barang Suku Dinas Kota;
melaksanakan ketatausahaan Suku Dinas Kota;

F e e

melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan, data dan informasi
Suku Dinas Kota;
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melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana
dan peralatan kerja Suku Dinas Kota;

memelihara kebersihan, keindahan, keamanar dan ketertiban kantor
Suku Dinas Kota:

melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan Suku Dinas Kota;

. melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Suku

Dinas Kota;

melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Suku Dinas Kota;

menerima, menyimpan dan mendistribusikan paralatan kantor Suku
Dinas Kota,

mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana
kerja dan anggaran Suku Dinas Kota;

. mengoordinasikan  penyusunan laporan keuangan, kegiatan,

keuangan, kinerja dan akuntabilitas Suku Dinas Kota; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Tata Usaha.

Pasal 56

(1) Seksi Kelautan dan Perikanan merupakan satuan kerja lini Suku Dinas

Kota dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan
kelautan dan perikanan.

(2) Seksi Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku
Dinas.

(3) Seksi Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas :

a.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

me.aksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana dan
prasarana kelautan dan perikanan;

melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan
evaiuasi perizinan, rekomendasi dan surat keterangan lainnya pada
kegiatan kelautan dan perikanan;

melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana dan
prasarana kelautan dan perikanan:

melaksanakan pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan
dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi pelayanan kelautan dan
perikanan;

melaksanakan monitoring produksi, penggunaan Obat lkan dan Kimia
Berbahaya (OIKB) dan bahan tambahan berbahaya pada produk
perikanan;

. melaksanakan pembinaan masyarakat dan kelembagaan kegiatan

kelautan dan perikanan;

melaksanakan penyidikan penanganan tindak pidana dibidang kelautan
dan perikanan dalam lingkup tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS);

melaksanakan dan mengoordinasikan pencegahan, penanggulangan

dan pengawasan pencemaran dan kerusakan sumber daya kelautan
dan perikanan serta lingkungannya;
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melaksanakan koordinasi pengawasan pembangunan di wilayah
pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;

melaksanakan pengawasan dan mutu hasil kelautan dan perikanan:

. melaksanakan pelayanan permohonan benih ikan:

melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan
informasi kegiatan kelautan dan perikanan; dan

. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi

Kelautan dan Perikanan.

Pasal 57

(1) Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan satuan kerja lini
Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan,
pengawasan dan pengendalian peternakan dan Keschatan hewan.

(2) Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Suku Dinas.

(3) Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas :

a.

b.

menyusun bahar rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
81ku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya,

melaksanakan pencegahan, pengendalian dan pengobatan penyakit
hewan dan ternak sesuai petunjuk teknis;

d. melaksanakan pemeriksaan mutu dan keamanan produk hewan;
e. melaksanakan pemberdayaan masyarekat tentang produk pangan asal

."ﬂ

hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);

melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan
evaluasi perizinan, rekomendasi, dan surat keterangan lainnya pada
kegiatan peternakan;

melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pemotongan
hewan pada hari besar keagamaan;

. menyebarluaskan teknologi produksi dan pengolahan serta promosi

bidang peternakan;

melakukan inventarisasi, pembinaan mutu, usaha dan pemasaran serta
informasi prcduk hewan;

melaksanakan penyidikan penanganan tindak pidana dibidang
peredaran hasil peternakan dalam lingkup tugas Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS);

melaksanakan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner pada unit
usaha produk hewan;

melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran
dibidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi produk hewan,
pemotongan di luar Rumah Pemotongan Hewari (RPH), pemotongan
dan peredaran ayam bangkai, sarana kesehatan hewan, obat hewan,
peredaran bibit/benih pakan ternak, perizinan dokter hewan praktik,
pencemaran limbah usaha peternakan dan penertiban hewan rentan
rabies dan sweeping unggas dan tugas lain sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi

Peternakan dan Kesehatan Hewan.
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Pasal 58

(1) Seksi Pertanian dan Kehutanan merupakan satuan kerja lini Suku Dinas

Kota dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan
pengendalian pertanian dan kehutanan.

(2) Seksi Pertanian dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jaweb kepada Kepala Suku
Dinas.

(3) Seksi Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas :

a.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

. melaksanakan penyusunan, penyajian data potensi dan statistik

pertanian dan kehutanan tingkat Kota Administrasi;

. melaksanakan pembinaan dan penerapan teknologi produksi, pasca

panen aan olahan hasil pertanian;

. melaksanakan koordinasi  kegiatan pengendalian organisme

pengganggu tanaman;

melaksanakan pembinaan penggunaan, penyimpanan dan peredaran
pupuk dan pestisida;

melaksanakan penghijauan produktif, penghijauan lingkungan dan
pemeliharaannya;

. melaksanakan pembinaan terhadap usaha dan pemasaran pertanian

dan kehutanan;

melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan pangan asal
tumbuhan;

melaksanakan pembinaan dan pengembangan perbenihan pertanian;

melaksanakan partisipasi pameran dan promosi hasil pertanian dan
hasil hutan dalam lingkup Kota Administrasi;

melaksanakan pembinaan penanganan pasca panen serta olahan hasil
pertanian;

. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan

evaluasi perizinan, rekomendasi, dan surat keterangan lainnya pada
dibidang usaha pertanian dan kehutanan;

. melaksanakan pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka

Hijau (RTH) pertanian dan kehutanan;

. melaksanakan pemberdayaan pemanfaatan hutan kota kepada

masyarakat;

p. melaksanakan pelayanan permohonan bibit tanaman penghijauan;

g. melaksanakan penyidikan penanganan tindak pidana pelanggaran

pertanian dan kehutanan dalam lingkup tugas Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS); dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Pertanian dan Kehutanan.
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Pasal 59

(1) Seksi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan merupakan Satuan Kerja lini

Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan,
pengawasan dan pengendalian ketahanan pangan dan penyuluhan.

(2) Seksi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Suku Dinas.

(3) Seksi Ketahanan Pangan dan Penvuluhan mempunyai tugas:

(1

(2)

(1)

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan pendataan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Tingkat
Wilayah Kota;

d. melaksanakan promosi pangan dalam lingkup Kota Administrasi;

e. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi

ketahanan pangan yang menyangkut ketersediaan, distribusi harga,
konsumsi dan keamanan serta kerawanan pangan;,

f. melaksanakan inventarisasi data indikator ketahanan, kerawanan
pangan dan kewaspadaan pangan dan gizi;

g. melaksanakan pembinaan dan promosi pola konsumsi dan

penganekaragaman pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman
(B2SA);

h. menyusun materi informasi penyuluhan kelautan, pertanian, kehutanan
dan ketahanan pangan pada lingkup Kota Administrasi;

i. melaksanakan pembhinaan Kelembagaan Penyuluhan;

j. melaksanakan kegiatan persiapan, kegiatan penyuluhan, evaluasi dan
pelaporan penyuluhan pada lingkup Kota Administrasi; dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

Bagian Keduabelas

Suku Dinas Kelautan, Pertarian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Administrasi

Pasal 60

Suku Dinas Kabupaten merupakan unit kerja DKPKP pada Kabupaten
Admin;strasi. ,_

Suku Dinas Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang
secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas serta secara operasional berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 61
Suku Dinas Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan pelayanan

bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan
ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Administrasi.
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Suku Dinas
Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

(3)

a.

penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku
Dinas Kabupaten;

pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kabupaten;

pelaksanaan koordinasi kelautan, perikanan, pertanian, peternakan,

kehutanan dan ketahanan pangan pada lingkup wilayah Kabupaten
Administrasi;

. pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan

informasi kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan
ketahanan pangan pada lingkup Kabupaten Administrasi;

pelaksanaan pengawasan kelautan, perikanan, pertanian, peternakan,

kehutanan dan ketahanan pangan pada lingkup Kabupaten
Administrasi;

pelaksanaan pelayanan kelautan, perikanan, pertanian, peternakan,
kehutanan dan ketahanan pangan;

pelaksanaan pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan
pertanggungjawaban penerimaan retribusi dan denda administrasi

pelayanan kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan
ketahanan pangan;

pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang
kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan
pangan pada lingkup Kabupaten Administrasi;

pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat dalam kelautan,
perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;

pziaksanaan pembinaan Kelembagaan Penyuluhan;

pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas
Kabupaten;

pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Suku
Dinas Kabupaten;

. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Dinas

Kabupaten;

. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan

prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Kabupaten;
pangelnlaan kearsipan, data dan informasi Suku Dinas Kabupaten; dan

pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Suku Dinas Kabupaten.

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku
Dinas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p, untuk
teknis dan administrasi disampaikan oleh Kepala Suku Dinas kepada
Kepala Dinas, dan untuk operasional disampaikan Kepala Suku Dinas
kepada Bupati.
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Pasal 62

Susunan Organisasi Suku Dinas Kabupaten terdiri dari :

-~ ® a0 T

Kepala Suku Dinas;
Subbagian Tata Usaha;

Seksi Kelautan dan Perikanan;

Seksi Peternakan, Pertanian dan Kehutanan:

Seksi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; dan
Subkelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 63

Kepala Suku Dinas mempunyai tugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanakan tugas dan fungsi Suku
Dinas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok
Jabatan Fungsional;

melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau
instansi pemerintah/swasta dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan
tugas dan fungsi Suku Dinas Kabupaten; dan

melanorkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi
Suku Dinas Kabupaten.

Pasal 64

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf Suku Dinas
Kabupaten dalam pelaksanaan administrasi pada Suku Dinas Kabupaten.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh secrang Kepala Subbagian yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku
Dinas.

(3)

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya,

melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya,

mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan
dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kabupaten;

. melaksanakan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan

rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas
Kabupaten;

melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku
Dinas Kabupaten;

melaksanakan xetatausahaan dan kerumahtanggaan Suku Dinas
Kabupaten;
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g. melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan; data dan informasi
Suku Dinas Kabupaten;

h. memelihara dan merawat prasarana dan sarana karitor, Suku Dinas
Kabupaten;

i. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor
Suku Dinas Kabupaten;

j.  melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Suku
Dinas Kabupaten;

k. melaksanakan pengelolaan ruang rapat Suku Dinas Kabupaten;
I.  melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Suku Cinas Kabupaten;

m. raenghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan,
pemeliharaan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Kabupaten;

n. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas Suku Dinas Kabupaten; dan

0. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Tata Usaha.

Pasal 65

Seksi Kelautan dan Perikanan merupakan satuan kerja lini Suku Dinas
Kabupaten dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan
pengawasan kelautan dan perikanan.

Seksi Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku
Dinas.

Seksi Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana dan
prasarana kelautan dan perikanan;

d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan
evaluasi perizinan, rekomendasi dan surat keterangan lainnya pada
kegiatan kelautan dan perikanan;

e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana dan
prasarana kelautan dan perikanan;,

f. melaksanakan pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan

dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi pelayanan kelautan dan
perikanan;

g. melaksanakan monitoring produksi, penggunaan Obat |kan dan Kimia

Berbahaya (OIKB) dan bahan tambahan berbahaya pada produk
perikanan;

h. melaksanakan pembinaan masyarakat dan kelembagaan kegiatan
kelautan dan perikanan;
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melaksanakan penyidikan penanganan tindak pidana dibidang kelautan
dan perikanan dalam lingkup tugas PPNS;

melaksanakan dan mengoordinasikan pencegahan, penanggulangan,

dan pengawasan pencemaran dan kerusakan sumber daya kelautan
dan perikanan serta lingkungannya;

melaksanakan koordinasi pengawasan pembangunan di wilayah
pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;

melaksanakan pengawasan dan mutu hasil kelautan dan perikanan;

. melaksanakan pelayanan permohonan benih ikan;

. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan

informasi kegiatan kelautan dan perikanan; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Kelautan dan Perikanan.

Pasal 66

Seksi Peternakan, Pertanian dan Kehutanan merupakan satuan kerja lini
Suku Dinas Kabupaten dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian peternakan, pertanian dan kehutanan.

Seksi Peternakan, Pertanian dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Suku Dinas.

Seksi Peternakan, Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas :

a.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan penyusunan, penyajian data potensi dan statistik
pertanian dan kehutanan tingkat Kabupaten Administrasi;

melaksanakan pembinaan dan penerapan tekno'ogi produksi, pasca
panen dan olahan hasil pertanian;

melaksanakan  koorainasi kegiatan pengendalian  organisme
pengganggu tanaman;

melaksanakan pembinaan penggunaan, penyimpanan dan peredaran
pupuk dan pestisida;

melaksanakan penghijauan produktif, penghijauan lingkungan dan
pemeliharaannya;

melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar asal
tumbuhan;

melaksanakan pembinaan dan pengembangan pembenihan pertanian;

melaksanakan pembinaan terhadap usaha dan pemasaran pertanian
dan kehutanan;

melaksanakan partisipasi pameran dan promosi hasil pertanian dan
hasil hutan dalam lingkup Kabupaten Administrasi;
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melaksanakan pembinaan penanganan pasca panen serta olahan hasil
pertanian;

. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan

evaluasi perizinan, rekomendasi dan surat keterangan lainnya pada
dibidang usaha pertanian dan kehutanan;

melaksanakan pembangunan dan pengembaiiyan Ruang Terbuka
Hijau (RTH) pertanian dan kehutanan;

melaksanakan pemberdayaan pemanfaatan hutan kota kepada
masyarakat;

p. melaksanakan pelayanan permohonan bibit tanaman penghijauan;

¢. melaksanakan penyidikan penanganan tindak pidana pelanggaran

aa.

pertanian, kehutanan dan peredaran hasil peternakan dalam lingkup
tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

melaksanakan pencegahan, pengendalian dan pengobatan penyakit
hewan dan ternak sesuai petunjuk teknis;

melaksanakan pemeriksaan mutu dan keamanan produk hewan;

melaksanakan pemberdayaan masyarakat tentang produk pangan asal
hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);

. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan

evaluasi perizinan, rekomendasi, dan surat keterangan lainnya pada
kegiatan peternakan;

melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pemotongan
hewan pada hari besar keagamaan;

menyebarluaskan teknologi produksi dan pengolahan serta promosi
bidang peternakan;

melakukan inventarisasi, pembinaan mutu, usaha dan pemasaran serta
informasi produk hewan;

melaksanakan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner pada unit
usaha produk hewan;

melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran
dibidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi produk hewan,
pemotongan diluar Rumah Pemotongan Hewan (RPH), pemotongan
dan peredaran ayam bangkai, sarana kesehatan hewan, obat hewan,
peredaran bibit/benih pakan ternak, perizinan dokter hewan praktik,
pencemaran limbah usaha peternakan, dan penertiban hewan rentan
rabies dan sweeping unggas dan tugas lain sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Peternakan, Pertanian dan Kehutanan.

Pasal 67

Seksi Ketahanan Pangan dan Penyuiuhan merupakan satuan kerja lini
Suku Dinas Kabupaten dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
ketahanan pangan dan penyuluhan.

Seksi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Suku Dinas.
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Seksi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan cokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan pendataan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Tingkat
Wilayah Kabupaten;

d. melaksanakan promiosi pangan dalam lingkup Kabupaten Administrasi:

e. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi
ketahanan pangan yang menyangkut ketersediaan, distribusi harga,
konsumsi dan keamanan serta kerawanan pangan;

f. melaksanakan inventarisasi data indikator ketahanan, kerawanan
pangan dan kewaspadaan pangan dan gizi;

g. melaksanakan pembiraan dan promosi pola konsumsi dan
penganekaragaman pangan Beragam, Bergizi, Seimbany dan Aman
(B2SA),

h. menyusun materi informasi penyuluhan kelautan, pertanian, kehutanan
dan ketahanan pangan pada lingkup Kabupaten Administrasi;

i. melaksanakan pembinaan Kelembagaan Penyuluhan;

j. melaksanakan kegiatan persiapan, kegiatan penyuluhan, evaluasi dan
pelaporan penyuluhan pada lingkup Kabupaten Administrasi; dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

Bagian Ketigabelas
Seksi Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan
Pasal 68

Seksi Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan

merupakan satuan kerja DKPKP pada Kecamatan di bawah Suku Dinas
Kota.

Seksi Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk Kecamatan Kota
Administrasi.

Seksi Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan
dipimpin oleh secrang Kepala Seksi yang secara teknis dan administrasi
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku
Dinas dan secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Camat.

Penilaian pelaksanaan pekerjaan Kepala Seksi Dinas Kelautan, Pertanian
dan Ketahanan Pangan Kecamatan dibuat oleh Camat diserahkan secara
tertulis kepada Kepala Suku Dinas, untuk dicantumkan dalam daftar

penilaian Kepala Seksi Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kecamatan.

Penilaian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diinaksud pada ayat (4)
wajib dicantumkan Kepala Seksi Dinas Kelautan, Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kecamatan dalam daftar penilaian Kepala Seksi Dinas
Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan dan apabila
Kepala Suku Dinas berkeinginan mengubah penilaian dimaksud, harus
meminta persetujuan tertulis kepada Camat.
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Pasal 69

Seksi Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan
mempunyai tugas :

a.

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(1)

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku
Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan pendataan potensi kelautan, perikanan, pertanian,
peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan Kecamatan;

. melaksanakan pemantauan dan melaporkan ketersediaan pangan,

distribusi pangan dan konsumsi pangan;

melaksanakan pemantauan harga pasar komoditas perikanan, pertanian,
peternakan dan hasil hutan;

mendukung pelayanan urusan di bidang kelautan, perikanan, pertanian,
peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;

mendukung pemberdayaan masyarakat perikanan, pertanian, peternakan,
kehutanan dan ketahanan pangan; dan

melaporkari dan mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksi Dinas
Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan.

Bagian Keempatbe'as
Unit Pelaksana Teknis
Pasal 70
DKPKP dapat mempunyai Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan
fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau melaksanakan fungsi

pendukung terhadap tugas dan fungsi DKPKP.

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelimabelas
Kelompok Jabatan Fungsionai
Pasal 71
DKPKP dapat mempunyai Jabatan Fungsional.
Suku Dinas Kota/Suku Dinas Kabupaten dapat mempunyai Subkelompok

Jabatan Fungsional, sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional
DKPKP.

Pejabat fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi
struktural DKPKP.

Pasal 72

Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat
Fungsional dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup DKPKP
dan Subkelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Suku Dinas Kota dan

Suku Dinas Kabupaten atau Unit Pelaksana Teknis yang ditetapkan oleh
Kepala Dinas.
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(2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Subkelompok Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua
Kelornpok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan
Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas dan Kepala Suku Dinas atau Kepala Unit Pelaksana Teknis.

(3) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan
Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala
Dinas dari Pejabat Fungsional yang berkompeten dan berintegritas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsionzl pada DKPKP diatur
dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 73

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya DKPKP wajib taat dan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Dinas mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan
SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat, dalam rangka

meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi
DKPKP.

Pasal 74

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala
Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok
Jabatan Fungsional pada DKPKP wajib melaksanakan tugas masing-masing
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan
prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas,
transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 75

(1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas,
Kepale Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan
Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada DKPKP wajib memimpin,
mengoordirasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk
pelaksanaan tugas, membina dan menilai kineria bawahan masing-
masing.

(2) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas,
Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua
Kelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada DKPKP wajib mengikuti
dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai
ketentuan perundang-undangan.

Pasal 76

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala
Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok
Jabatan Fungsional pada DKPKP wajib mengawasi dan mengendalikan
pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah
yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi
penyimpangan.
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Pasal 77

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas,
Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua
Ilelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada DKPKP wajib
menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan
masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan

pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Pasal 78

Sekretariat Dacrah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan

pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi
birokrasi terhadap DKPKP.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 79

Pegawai pada DKPKP merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri
atas :

a. P=gawai Negeri Sipil; dan
b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
tentang Aparatur Sipil Negara.
Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian DKPKP mendapat
pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB.

BAB VI

KEUANGAN
Pasal 80

Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi DKPKP dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
keuangan negara/daerah.

Pasal 81

Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi DKPKP
merupakan pendapatan daerah.

Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.
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BAB VII
ASET
Pasal 82

Aset yang dipergunakan oleh DKPKP sebagai prasarana dan sarana kerja
merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak
dipisahkan.

Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 83

Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh DKPKP dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bentuk pemberian hibah atau
bantuan dari pihak ketiga merupakan penerimaan barang daerah.

Penerima barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera
dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Benaahara Umum
Daerah (BUD) untuk dicatat dalam daftar Barang Milik Daerah.

BAB VIII
PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS
Pasal 84

DKPKP menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan,
semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan :

. kepegawaian;

. keuangan;
barang;

. kinerja

. akuntabilitas; dan
kegiatan.

-~ 0 a0 T

Pasal 85

Dalam rangka akuntabiltas DKPKP mengembangkan Sistem Pengendalian
Internal.

BAB IX
PENGAWASAN
Pasal 86

Pengawasan terhadap DKPKP dilaksanakan oleh :

a.

b.

Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan Negara; dan

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
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BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 87

Formasi Jabatan dan kebutuhan peralatan kerja DKPKP diatur/ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur/Ketetapan Gubernur tersendiri, sesuai dengan
kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 88

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 87

Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Pertanian,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62111

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA,_BF@HWM SEKRETARIAT DAERAH
USUS IBUKOTA JAKARTA,

0781985032003
)



Lampiran  :Peraturan Gubemnur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 238 TAHUN 2014
Tanggal 24 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KELAUTAN, PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
[ I | |
SUBBAGIAN SUBBAGIAN P::é’:gﬂmhl SUBBAGIAN
UmMum KEPEGAWAIAN DAN ANGGARAN KEUANGAN
BIDANG BIDANG
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN
KELAUTAN PERIBANAN KESEHATAN HEWAN PERTANIAN BRI DAN PENYULUHAN
] ] s — e | )
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI il SEKSI SEKSI
| |  TATAKELOLA || PENGELOLAAN Ll pENGELOLAAN | | PENGELOLAAN || PENGELOLAAN | | KETERSEDIAAN
PESISIR, LAUT DAN PERIKANAN BUDI PETERNAKAN PERTANIAN HUTAN DAN DAN DISTRIBUS|
PULAU-PULAU KECIL DAYA PERKOTAAN PENGHIJAUAN PANGAN
SEKSI SEKSI SEKSI e géfg’w SEKS SEKSI
PENDAYAGUNAAN PENGELOLAAN KESEHATAN PENGOLANAN DA | | PENGAWASAN | | KONSUMSI DAN
| PESISIR LAUT DAN B PERIKANAN u MASYARAKAT 1 PEMASARAN HASIL USAHA KEAMANAN
PULAU-PULAU KECIL TANGKAP VETERINER PERT. KEHUTANAN PANGAN
EXsl BERST i SERST™ SEKSI
PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN SEKSI PENGENDALIAN KONSERVASI SEKSI
L PENGENDALIAN BUM- L PENGOLAHAN DAN KESEHATAN MUTU DAN SUMBER DAYA L PENYULUHAN
BER DAYA KELAUTAN PEMASARANHASIL | L— HEWAN L STANDARISASI -
DAN PERIKANAN HUTAN
PERIKANAN L_HASIL PERTANIAN |
IEI.M..I;'J:D: Eewm “ual;:: 2::3\ i UNIT
o KOTA ACMIBTIAS, | AN gﬂ:wﬂ PANGAN PETLAé:i.:\SNA
iy e ADMINISTRAS!
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN AN
TATA USAHA '5 :‘;ﬂlﬁs‘m TATA USAHA
il I [ ] | I | 1 [ | ]
SEXSI SEKSI SEKSI SE¥S! SEKS| SEHSI BEKS] SEKSI SEKSIPETER- SEKS!
EQEMI Pgmm PERTANIAN l’!‘ﬂwo":\"n KELAUTAN pﬂ"ﬁéw PERTANIAN #ETMA%ANM xa.&unrm 7 e ;AE)] mﬁ
TAN HEWAN KEHUTANAN || PENYULUHAN PERIKANAN TAN HEWAN KEHUTANAN | | PENYULUHAN PERIKANAN KE“‘HUT“" Lere) PENYULUHAN
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
SUBKELOMPOK SUBKELOMPOK SUBKELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL JABATANFUNGSIONAL LABATAN FUNGSIONA
-4

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA



